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PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT KABUPATEN CIREBON MENJADI PERATURAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian
Rakyat Kabupaten Cirebon dibahas Bupati bersama
DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
bahwa berdasarkan pembahasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Raperda tentang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian
Rakyat Kabupaten Cirebon telah disetujui dalam
Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian
Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Peraturan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6845);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2024  tentang  Pengelolaan  Bank
Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan
Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan:

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2024 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN
DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK
PEREKONOMIAN RAKYAT KABUPATEN CIREBON
MENJADI PERATURAN DAERAH.

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian
Rakyat Kabupaten Cirebon untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah.

Laporan Berita Acara dan Kesepakatan Bersama antara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tentang
Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 5 Desember 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

.

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.



